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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMK Nomor 

06/PMK.03/2021 atas kegiatan perdagangan pulsa sebagai upaya peningkatan 

kepatuhan pajak pedagang pulsa di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif, yaitu menilai hasil kuisioner dengan menggunakan 

kebijakan menteri keuangan dan menilai pengetahuan distributor pulsa tingkat 

lanjut. Data yang diambil selama kurun waktu empat bulan, mulai bulan maret 

sampai dengan bulan juli tahun 2022. Data data tersebut diperoleh dari hasil 

kuisioner yang dibagikan ke distributor pulsa tingkat lanjut. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak distributor 

pulsa mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021  masih kurang hanya 8 responden 

(27%) yang mengetahui tentang PMK tersebut. Sedangkan 22 responden (73%) 

tidak mengetahui peraturan tersebut, 2) Kepatuhan wajib pajak distributor tingkat 

lanjut sebanyak 83,3%  mematuhi kewajiban menyetor dan melaporkan pajak, 3) 

Kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi 

sebagian besar pedagang atau distributor pulsa mengalami kendala yang hampir 

sama yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan seputar PMK Nomor 

06/PMK.03/2021. Selain kendala kurangnya informasi terdapat beberapa 

responden yang mengalami kendala saat pengisian ulang pulsa yang tidak bisa 

mengisi banyak karena akan dikenakan PPh Pasal 22. 

 

Kata Kunci: PMK Nomor 06/PMK.03/2021, Kepatuhan distributor pulsa tingkat 

lanjut, PPh Pasal 22 
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Financial Accounting 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to determine the implementation of PMK Number 

06/PMK.03/2021 on pulse trading activities as an effort to increase tax compliance 

of pulse traders in Bekasi Regency. This study uses a descriptive qualitative method, 

namely assessing the results of the questionnaire using the policy of the minister of 

finance and assessing the knowledge of advanced credit distributors. The data were 

taken over a period of four months, starting from March to July 2022. The data 

were obtained from the results of questionnaires distributed to advanced credit 

distributors. The results of the analysis show that: 1) The knowledge and 

understanding of pulse distributor taxpayers regarding PMK Number 

06/PMK.03/2021 is still lacking, only 8 respondents (27%) know about the PMK. 

Meanwhile, 22 respondents (73%) didn’t know the regulation, 2) Advanced 

distributor taxpayer compliance as much as 83.3% complied with the obligation to 

deposit and report taxes, 3) Constraints experienced by credit card seller taxpayers 

in Bekasi Regency were mostly traders or pulse distributors experience almost the 

same problem, namely the lack of information or knowledge about PMK Number 

06/PMK.03/2021. In addition to the lack of information, there are several 

respondents who experience problems when recharging their pulses who cannot 

top up a lot because they will be subject to Article 22 Income Tax. 

 

Keywords: Minister of Finance Regulation Number 06/PMK.03/2021, advanced 

pulses distributor, income tax 22 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sarana 

kegiatan ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat dan sebagian orang 

belum mengetahui secara pasti apa itu UMKM serta apa saja fitur dan kelebihannya. 

Nisa Destiana (2021) UMKM merupakan garda depan proses perekonomian 

Indonesia dan berperan vital dalam bisnis atau perdagangan di masyarakat kelas 

menengah. Hastuti (2020, p. 155) UMKM dapat memperluas kesempatan dalam 

bekerja, memberikan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat, dan 

berperan penting dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat serta 

mendukung pembangunan nasional sehingga memerlukan  perhatian khusus serta 

dukungan yang maksimal. 

Di Indonesia dapat ditemukan beberapa jenis bidang usaha UMKM, seperti di 

sektor kuliner, agribisnis, otomotif, fashion, kerajinan tangan, dan pulsa. Seiring 

dengan perkembangan zaman pulsa sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk 

menelfon, menggunakan internet, membayar listrik, dan lain sebagainya. sehingga 

pulsa pada saat ini dapat di kategorikan sebagai kebutuhan pokok untuk menopang 

kehidupan. Menurut data yang di kutip dari Open Data Jabar sebanyak 293.752 

UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 dan sebanyak 311.927 UMKM yang 

terdaftar pada tahun 2021 di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data di Kabupaten 

Bekasi terdapat 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdiri atas 19.377 badan usaha, 19.279 orang 

pribadi nonkaryawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Sementara realisasi 

penyampaian SPT berjumlah 180.953 terdiri atas 13.439 badan usaha, 10.591 orang 

pribadi nonkaryawan, serta 156.923 orang pribadi karyawan. 

Pulsa dapat diperoleh melalui pembelian di toko atau pedagang eceran. Alat 

komunikasi berupa ponsel membutuhkan pulsa untuk menggunakannya. Saat ini, 

pemerintah telah meluncurkan program listrik pulsa yang dalam penggunaan 

listriknya membutuhkan pulsa. Sistem pembelian pulsa untuk listrik merupakan 

sistem prabayar, pengguna listrik harus membeli terlebih dahulu baru listrik dapat 



 

 2                              Politeknik Negeri Jakarta 
 

digunakan berbeda dengan pembayaran listrik pascabayar yang menerima tagihan 

pemakaian listrik di akhir bulan. 

Seiring berjalannya waktu pulsa dikenakan pajak berupa Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan PPN mulai diberlakukan pada 

era kepemimpinan presiden Soeharto tepatnya sejak tahun 1983 dan mulai berlaku 

pada 1 Juli 1984. Aturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksan 

Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI) menurut Staf Khusus Menteri 

Keuangan Yustinus dan terdapat perubahan terbaru pada Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

PPN merupakan merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan 

jasa. Pengenaan PPN tidak melihat derajat maupun kondisi seseorang atau subjek 

yang menanggung beban PPN itu sendiri. Berbeda dengan PPh yang tarifnya 

dikenakan sesuai kondisi subjek yang dikenakan PPh itu sendiri. Dalam peraturan 

PPh, semakin tinggi penghasilan suatu individu dan badan usaha semakin besar 

pula jumlah pajak terutang yang harus ditanggung. Penerimaan PPN merupakan 

penerimaan pajak terbesar di Indonesia, berdasarkan publikasi Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia oleh Kementerian Keuangan 

menyebutkan bahwa PPN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar pada 

tahun 2019 dan 2020 yang memiliki nilai masing-masing sebesar Rp346,31 triliun 

dan Rp298,84 triliun (22% dan 25% total penerimaan pajak), dengan perbadingan 

PPh Pasal 25/29 (terbesar kedua) pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki nilai 

masing-masing sebesar Rp256,74 triliun dan Rp158,25 triliun. 

Dibalik penerimaan PPN dan PPh yang besar masih banyak orang yang belum 

tahu dan paham mengenai pajak yang dikenakan untuk pulsa yaitu PPN dan PPh 

Pasal 22. Menurut data yang tertera dalam website www.rajapulsa.co agen pulsa 

yang terdaftar resmi di Indonesia adalah sebesar 26.208 member. Pada peraturan 

pajak pulsa terbaru yang diatur pada PMK Nomor 06/PMK.03/2021 merupakan 

sebuah kepastian hukum yang mengatur tentang tarif pengenaan pajak pulsa. Tarif 

PPN yang dikenakan untuk penjualan pulsa, kartu perdana, voucher, dan token 

adalah sebesar 10% dan wajib dipungut oleh distributor tingkat satu ke distributor 

http://www.rajapulsa.co/
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tingkat dua atau server dan pengenaan PPN atas penjualan pulsa hanya 

diberlakukan sampai distributor tingkat dua, untuk distributor tingkat lanjut dan 

pembeli tidak dikenakan PPN . Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan untuk pembeli 

adalah sebesar 0,5% atau tarif tambahan sebesar 100% dari tarif pengenaan pajak 

normal jika pembeli tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PPh Pasal 

22 dipotong dan dipungut oleh distributor tingkat dua atau server ke distributor 

tingkat lanjut. Pengenaan PPh Pasal 22 berlaku jika distributor tingkat lanjut 

melakukan pembelian kepada distributor tingkat dua diatas dua juta rupiah dalam 

satu kali pembelian bukan total keseluruhan pembelian dalam satu msa. Tarif PPh 

Pasal 23 dikenakan tarif atas jasa sebesar 2% dikali dengan pendapatan bruto atau 

dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif pengenaan pajak normal jika tidak 

mempunyai NPWP, PPh Pasal 23 dipotong dan dipungut oleh distributor tingkat 

satu atau distributor tingkat dua kepada distributor tingkat lanjut. 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pulsa yang tarifnya sudah 

ditentukan sangat penting untuk membantu meningkatkan dan menumbuhkan 

perokomian di Indonesia, hal ini juga berfungsi untuk membiayai pembangunan 

suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan dan pelaporan sangat 

penting apabila para pejual atau distributor pulsa mengetahui serta memahami 

peraturan perpajakan yang berlaku agar para pelaku memiliki kesadaran untuk 

membayar pajak yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi PMK Nomor 

06/PMK.03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya 

Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi.”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan peraturan pajak mengenai pulsa yang terbaru yang di atur dalam 

PMK Nomor 06/PMK.03/2021, sudah menjadi kewajiban untuk toko penjual pulsa 

atau distributor tingkat lanjut untuk membayarkan dan melaporkan pajak yang 

sudah diatur dan tetapkan oleh pemerintah. Menurut data yang diambil dari Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pedagang pulsa yang terdaftar hanya 
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sebanyak 301 saja dan pada kenyataannya masih banyak toko penjual pulsa atau 

distributor tingkat lanjut di Kabupaten Bekasi yang tidak mendaftarkan usahanya 

di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahkan tidak menyetorkan serta melaporkan 

penghasilan dari usaha tersebut. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya 

penerimaan pajak, karena masih banyaknya penjual atau distributor pulsa yang 

belum mengetahui dan memahami peraturan mengenai pengenaan pajak terhadap 

pulsa, kartu perdana, voucher, dan token. Maka dari itu peneliti akan meneliti lebih 

lanjut terkait dengan masalah yang sudah dijelaskan diatas. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui 

pertanyaan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengetahuan serta pemahaman para penjual pulsa di Kabupaten 

Bekasi mengenai peraturan perpajakan yang telah ada? 

2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak penjual atau distributor pulsa di Kabupaten 

Bekasi terhadap kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan pajak yang 

sudah di atur dalam peratuan PMK Nomor 06/PMK.03/2021? 

3. Apa saja kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di 

Kabupaten Bekasi dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani 

kendala yang terjadi di Kabupaten Bekasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

disampaikan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengetahuan serta pemahaman para penjual pulsa di 

Kabupaten Bekasi mengenai peraturan PMK NOMOR 06/PMK.03/2021. 

2. Untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak penjual atau distributor pulsa di 

Kabupaten Bekasi terhadap kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan 

pajak yang sudah diatur dalam peraturan PMK Nomor 06/PMK.03/2021 
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3. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami oleh para wajib pajak 

penjual pulsa di Kabupaten Bekasi dan mencari tahu upaya yang dilakukan 

untuk menangani kendala yang terjadi di Kabupaten Bekasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat, berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan tentang peraturan 

pengenaan pajak bagi penjual atau distributor pulsa yang diatur dalam PMK 

Nomor 06/PMK.03/2021 dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian 

yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah 

Indonesia dalam mengambil contoh di Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan 

pemungutan pajak pulsa memberikan kesadaran dan mematuhi akan penting 

menyetor dan melaporkan pajak pulsa sesuai dengan peraturan yang telah 

diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.03/2021 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Metodologi penelitian ini ditulis berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan 

terdiri dari tiga bab. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bab yang ada: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan mengenai tentang landasan teori, dan kerangka pemikiran. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data 

penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari kasus yang 

peneliti teliti 

BAB V : Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38                             Politeknik Negeri Jakarta 
 

BAB V 

PENUTUPAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak pedagang atau distributor pulsa di 

Kabupaten Bekasi mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021 masih kurang. 

Karena hanya 8 responden (27%) yang mengetahui tentang PMK tersebut. 

Sedangkan 22 responden (73%) tidak mengetahui bahkan merasa asing dengan 

peraturan tersebut. 

2. Kepatuhan wajib pajak distributor tingkat lanjut atau pedagang pulsa yang 

didasarkan pada kebijakan Kementerian Keuangan yang di atur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara 

penetapan wajib pajak mengenai pajak yang diatur dalam PMK Nomor 

06/PMK.03/2021 sebagian besar responden sebanyak 83,3% dari jumlah 

sampel yang peneliti teliti mematuhi kewajiban menyetor dan melaporkan 

pajak yang di atur dalam PMK tersebut, tetapi masih ada yang tidak memiliki 

NPWP bahkan tidak melakukan kewajiban pajak yang diatur dalam PMK 

mengenai perdagangan pulsa. 

3. Kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi 

berdasarkan sampel yang diambil, sebagian besar pedagang atau distributor 

pulsa mengalami kendala yang hampir sama yaitu kurangnya informasi atau 

pengetahuan seputar PMK Nomor 06/PMK.03/2021. Selain kendala 

kurangnya informasi terdapat beberapa responden yang mengalami kendala 

saat pengisian ulang pulsa yang tidak bisa mengisi banyak karena akan 

dikenakan PPh Pasal 22 dan terdapat kendala dimana pedagang atau distributor 

mengalami kesulitan menyetor dan melaporkan pajak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran atau rekomendasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga dan meningkatkan 

kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan serta wajib pajak pedagang pulsa di 

Kabupaten Bekasi dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, maka 

aparat pajak (fiskus) dan distributor tingkat 1 atau tingkat 2 harus terus 

melakukan sosialisasi kepada para pedagang pulsa atau distributor tingkat 

lanjut tentang pemahaman dari isi PMK Nomor 06/PMK.03/2021, sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para pedagang 

pulsa. 

2. Wajib Pajak harus lebih memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakannya 

yaitu melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, karena hal ini akan 

dikembalikan kepada wajib pajak, meskipun tidak secara langsung. Sehingga 

menjadikan pertumbuhan ekonomi masa depan lebih baik dalam mencapai 

tujuan maksimalisasi pajak. 

3. Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi di Kabupaten 

Bekasi dengan cara melakukan sosialisasi baik dari pemerintah atau dari para 

distributor tingkat 1 dan 2 untuk menjelaskan peraturan perpajakan pulsa. 
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